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SUMMARY 

RESPONSIBILITY OF COPYRIGHT USERS FOR MUSICAL WORKS 
UTILIZED FOR COMMERCIAL PURPOSES OUTSIDE THE MECHANISMS 

OF THE NATIONAL COLLECTIVE MANAGEMENT ORGANIZATION 

Dela Istalia 

Faculty of Law, Islam University of Malang 

This undergraduate thesis examines the liability of copyright users for musical 
works utilized in commercially oriented public services and the mechanism for 
determining and collecting royalties by copyright holders outside the framework 
of the National Collective Management Organization. The issue arises from the 
increasing commercial exploitation of musical works in public service 
establishments that do not always administer royalty payments through collective 
management institutions. The legal issues addressed in this research are as 
follows: (1) What is the legal liability of copyright users who utilize musical works 
in commercially oriented public services under the Copyright Law? (2) Are 
copyright holders entitled to determine and collect royalties directly from users 
who exploit musical works for commercial public services outside the NCMA 
mechanism under the Copyright Law and Minister of Law and Human Rights 
Regulation Number 27 of 2025? 

This study constitutes normative legal research employing statutory, conceptual, 
and case approaches. Legal materials were obtained through library research and 
analyzed qualitatively using normative juridical reasoning. 

The findings demonstrate that the obligation of copyright users in commercially 
oriented public services is limited to legal subjects who exploit musical works for 
economic purposes during the subsistence of copyright protection. Furthermore, 
the collection of royalties outside the mechanism of the National Collective 
Management Organization remains legally permissible, provided that such 
collection is undertaken directly by the copyright holder pursuant to their 
exclusive economic rights as stipulated under Articles 4, 8, and 9 paragraphs (1) 
and (2) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Such direct collection 
must be carried out through a valid licensing agreement in accordance with 
Article 9 paragraph (2), and shall not be subject to any exclusive collective 
management agreement. 

Keywords: Liability, Copyright Users, Royalties, Musical Works, National 
Collective Management Organization.



 

 

RINGKASAN 

TANGGUNG JAWAB PENGGUNA HAK CIPTA ATAS KARYA LAGU YANG 
DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL DI LUAR MEKANISME 

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL 

Dela Istalia 

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang 

Penelitian dalam bentuk skripsi ini mengkaji tanggung jawab pengguna 
hak cipta atas karya lagu dalam layanan publik yang bersifat komersial serta 
mekanisme penentuan dan pemungutan royalti oleh pemegang hak cipta di luar 
Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Permasalahan ini dilatarbelakangi oleh 
meningkatnya pemanfaatan karya lagu dalam layanan publik berorientasi 
ekonomi yang tidak selalu melalui pengelolaan royalti kolektif. Berdasarkan hal 
tersebut, rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana 
tanggung jawab pengguna hak cipta atas karya lagu yang digunakan dalam 
bentuk layanan publik yang bersifat komersial menurut Undang-Undang Hak 
Cipta? 2. Apakah pemegang hak cipta atas karya lagu berhak menentukan dan 
memungut royalti secara langsung kepada pengguna yang menggunakan untuk 
layanan publik yang bersifat komersial di luar mekanisme LMKN menurut 
Undang-Undang Hak Cipta dan Permenkum Nomor 27 Tahun 2025? 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan 
menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan 
hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif 
dengan penalaran yuridis normatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pengguna hak cipta 
dalam layanan publik yang bersifat komersial dibatasi pada subjek hukum yang 
memanfaatkan karya lagu untuk tujuan ekonomi dalam masa perlindungan hak 
cipta, serta bahwa pemungutan royalti di luar mekanisme Lembaga Manajemen 
Kolektif Nasional tetap dimungkinkan sepanjang dilakukan oleh pemegang hak 
cipta berdasarkan hak ekonomi yang sah berdasarkan pasal Pasal 4, Pasal 8, dan 
Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 
Cipta, dengan cara memberikan izin langsung melalui perjanjian lisensi yang sah 
sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2), serta tidak terikat pada perjanjian pengelolaan 
kolektif yang bersifat eksklusif. 

Kata kunci:  Tanggung Jawab, Pengguna Hak Cipta, Royalti, Lagu dan Musik, 
LMKN. 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia memiliki upaya dalam mempertahankan citra 

kebangsaannya dengan mengembangkan keterampilan seiring 

perkembangan teknologi dalam ranah seni, seperti seni pahat, tari, 

maupun musik, telah mendorong lahirnya berbagai karya orisinal yang 

patut memperoleh perlindungan hukum serta penghargaan atas peran 

pencipta dalam melahirkan inovasi.1 Hak cipta hadir sebagai bentuk 

pengakuan atas hasil kreativitas tersebut, meskipun bersifat tidak 

berwujud. Di sisi lain, mekanisme royalti menjadi salah satu wujud 

konkret dari penghargaan atas pemanfaatan karya dalam kegiatan 

komersial, sebagai imbal balik yang adil bagi pencipta. Perkembangan 

teknologi yang pesat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di 

Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya perkembangan teknologi 

memberikan dampak kemudahan dalam industri seni musik yang dulunya 

disajikan secara konvensional kini telah berkembang menjadi bagian dari 

industri digital.2 

Pada masa modern seperti sekarang, perkembangan industri lagu 

telah menjadi salah satu media hiburan yang penting dan dibutuhkan oleh 

masyarakat. Perkembangan yang terjadi tersebut menimbulkan berbagai 

hubungan yang perlu disadari dan dipahami oleh para musisi, khususnya 

                                                      
1
 Labib Rabbani, “PERAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL SEBAGAI PENGELOLA 

ROYALTY HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK,” Lex LATA 5, no. 2 (2023), 
https://doi.org/10.28946/lexl.v5i2.2044. hal 207 

 
2
 Ibid. hal 208. 



 

 

yang berkaitan dengan aspek hukum dalam kegiatan berkarya. Soerjono 

Soekanto mengemukakan bahwa kesadaran hukum dalam masyarakat 

dapat dilihat melalui empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, 

pemahaman hukum, sikap hukum, serta pola perilaku masyarakat dalam 

menjalankan dan mematuhi ketentuan hukum.3 

Aspek hukum yang muncul seiring dengan perkembangan industri 

lagu berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual 

merupakan terjemahan resmi dari istilah Intellectual Property Rights.4 

Berdasarkan pengertian tersebut, hak kekayaan intelektual adalah hak 

yang bersifat eksklusif dan melekat pada suatu ciptaan yang dihasilkan 

oleh seseorang. Lagu merupakan salah satu bentuk ciptaan yang 

termasuk dalam kategori hak milik immaterial. Hak milik immaterial 

adalah hak kepemilikan atas suatu objek yang tidak berwujud secara fisik 

atau tidak dapat dilihat dan disentuh secara langsung.5 

Dalam ketentuan Burgerlijk Wetboek yang berlaku di Indonesia saat 

ini, istilah zaak atau benda dipahami sebagai segala sesuatu yang 

mencakup benda berwujud maupun benda tidak berwujud.6 Benda 

berwujud merupakan benda yang dapat dilihat dan dirasakan melalui 

pancaindra, sedangkan benda tidak berwujud adalah benda yang tidak 

                                                      
3
 Saifullah, Refleksi sosiologi hukum, Cet. 1 (Refika Aditama, 2007). hal 105 

4
 Anis Mashdurohatun, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Sejarah di Indonesia, 

Pertama (Madina Semarang, 2013). hal 4-5. 
5
 Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Kesembilan 

(Rajawali Press, 2015). hal 26 
6
 Merry Tjoanda, “Karakteristik Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia,” Batulis Civil Law Review 

1, no. 1 (2020): 47, https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.424. Hal 47-53. 



 

 

dapat disentuh secara fisik, seperti hak cipta, gagasan, tuntutan, serta 

berbagai hak lain yang melekat pada benda berwujud.7 

Menurut ketentuan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

setiap kebendaan digolongkan sebagai benda bergerak atau benda tidak 

bergerak, yang pembedaan tersebut ditentukan berdasarkan ketentuan 

dalam bagian-bagian selanjutnya. Pengklasifikasian hak cipta sebagai 

suatu benda telah diatur secara tegas dalam hukum positif.8 Hal ini 

ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang 

menyatakan bahwa hak cipta termasuk dalam kategori benda bergerak 

yang bersifat tidak berwujud.9 

Berdasarkan rumusan yang dikemukakan oleh para ahli, Hak 

Kekayaan Intelektual pada dasarnya selalu berkaitan dengan tiga unsur 

utama, yaitu: pertama, adanya hak yang bersifat eksklusif dan diberikan 

oleh hukum; kedua, hak tersebut lahir dari hasil usaha manusia yang 

bersumber pada kemampuan intelektual; dan ketiga, kemampuan 

intelektual tersebut memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu, setiap karya 

lagu yang dihasilkan akan memperoleh perlindungan hak cipta serta 

mengandung nilai ekonomi bagi pemiliknya.10 Sebagai bentuk realisasi 

dari hak ekonomi yang melekat pada pencipta, pencipta berhak 

memperoleh royalti atas karya yang telah diciptakannya.  

Landasan hukum yang mengatur karya cipta lagu sebagai bagian dari 

Hak Kekayaan Intelektual tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d 

                                                      
7 Titik Triwulan Tutik, Hukum perdata dalam sistem hukum nasional, Ed. 1., cet. 1 (Kencana, 
2008). Hal 108. 
8 Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
9 Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. 
10 Anis Masdurohatun, 2013, Op. Cit., hal 6. 



 

 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang 

menyatakan bahwa ciptaan yang dilindungi mencakup karya di bidang 

ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk lagu dan/atau musik 

dengan atau tanpa lirik.11 Selain itu, ketentuan mengenai hak ekonomi 

diaur dalam Pasal 87, yang menegaskan bahwa untuk memperoleh hak 

ekonomi tersebut setiap Pencipta, Pemegang hak Cipta dan Pemilik Hak 

Terkait wajib menjadi anggota Lembaga manajemen Kolektif agar dapat 

menarik imbalan yang layak dari pengguna yang memanfaatkan Hak 

Cipta dan Hak Terkait dalam layanan publik yang bersifat komersial.12 

 Ketentuan mengenai pengelolaan hak ekonomi diatur dalam Pasal 20 

Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang 

Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu/atau Musik. Pasal tersebut 

menyatakan bahwa setiap orang dapat memanfaatkan lagu dan/atau 

musik secara komersial dalam bentuk layanan publik yang bersifat 

komersial dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan lisensi serta 

membayarkan royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik 

hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).13 

Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap pihak yang menggunakan lagu 

dan/atau musik untuk kepentingan komersial dalam layanan publik 

memiliki kewajiban membayar royalti melalui LMKN atau kepada pemilik 

hak terkait berdasarkan mekanisme lisensi, dengan pembayaran yang 

dilakukan segera setelah karya tersebut digunakan. 

                                                      
11 Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. 
12 Pasal 87 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. 
13 Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025. 



 

 

Karya lagu atau musik merupakan hasil kreativitas yang tersusun dari 

perpaduan melodi, lirik, aransemen, serta notasi, yang secara 

keseluruhan membentuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dalam 

rezim Hukum Kekayaan Intelektual, karya musik dikategorikan sebagai 

objek yang memperoleh perlindungan hukum melalui hak cipta. Sesuai 

dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta (UU Hak Cipta), hak cipta sebagai hak eksklusif yang melekat 

pada pencipta sejak karyanya dituangkan dalam bentuk nyata, 

berdasarkan prinsip deklaratif, maupun ikut pada pembatasan yang 

ditetapkan dalam peraturan perundangan.14 

Dalam pengaturan hukum hak cipta, dikenal dua jenis hak pokok yang 

melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta atas karya musik, yaitu 

hak moral dan hak ekonomi. Melalui hak ekonomi, pencipta mempunyai 

kewenangannya guna mengatur pemanfaatan karya dalam kegiatan 

komersial serta berhak memperoleh royalti sebagai bentuk imbal hasil 

finansial dari penggunaan karya tersebut, sedangkan hak moral bertujuan 

melindungi integritas karya cipta dan pengakuan terhadap pencipta.15 

Pemberian royalti dalam hak cipta berperan sebagai wujud apresiasi 

dan perlindungan terhadap pencipta karya musik serta isentif ekonomi 

bagi pencipta untuk terus berkreasi dan menghasilkan karya baru. Royalti 

menjadi hal yang sangat relevan dalam dunia industri kreatif karena 

semakin mudah dan cepat proses pendistribusian musik di era digital. 

                                                      
14 Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.  
15

 Nafisah Muthmainnah dkk., “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA BIDANG LAGU 

DAN/ATAU MUSIK BERDASARKAN PP NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI 
HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK,” Padjadjaran Law Review 10, no. 1 (2022), 
https://doi.org/10.56895/plr.v10i1.898. 



 

 

Selain itu, mekanisme pembayaran royalti yang baik juga mendorong 

industri musik untuk berkembang lebih pesat, sehingga memberikan rasa 

aman bagi para pencipta karya musik atau pelaku industri. Tanpa adanya 

mekanisme royalti yang memadai, pencipta mungkin tidak memiliki 

insentif finansial yang cukup untuk mengembangkan lebih banyak 

karyanya, karena pencipta tidak memperoleh imbalan yang adil atas 

penggunaan karya musiknya oleh pihak lain. Tetapi, dalam 

pelaksanaannya di lapangan masih banyak sekali penyimpangan, seperti 

pelanggaran pihak penyelenggara konser musik atas penggunaan karya 

cipta orang lain tanpa membayar royalti pada pencipta dalam kegiatan 

komersial. Kegiatan komersial merupakan aktivitas yang bertujuan 

memperoleh keuntungan ekonomi, termasuk penggunaan karya musik 

dalam konser. iklan, layanan streaming, dan pertunjukan publik lainnya. 

Terkait mekanisme pembayaran royalti telah diatur dalam Peraturan 

Menteri Hukum Nomor 27 tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti 

Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. 

Royalti atas lagu yang tidak dibayarkan dalam kegiatan komersial 

akan menimbulkan dampak kerugian besar bagi pencipta dan tak hanya 

itu penggunaan karya musik yang tidak membayar royalti dapat 

dikenakan sanksi hukum sesuai UU No. 28 Tahun 2014 serta dituntut 

klaim ganti rugi oleh pemegang hak cipta.16 Pencipta lagu yang tidak 

menerima royalti yang seharusnya sudah menjadi hak mereka bisa 

                                                      
16

 SLN, “Wajib Tau, Bayar Royalti Lagu Ke Pencipta Atau LMKN?,” SmartLegal.Id, 27 Agustus 2024, 

https://smartlegal.id/hki/2024/08/27/wajib-tau-bayar-royalti-lagu-ke-pencipta-atau-lmkn/. (diakses 
pada tanggal 13 Oktober 2025, pukul 18.57) 



 

 

menghadapi kesulitan finansial serta pihak terlibat dalam distribusi dan 

penggunaan lagu tersebut akan kehilangan reputasi dan potensi 

pendapatan yang sah. Selain itu, ketidakpastian dalam pembayaran 

royalti dapat merusak hubungan bisnis industri musik dan menurunkan 

minat dalam menciptakan karya baru. Penggunaan karya musik atau lagu 

milik pihak lain mewajibkan pengguna untuk membayar royalti, karena 

karya tersebut termasuk kekayaan intelektual yang mendapatkan 

perlindungan hukum, sehingga nilai royalti yang dibayarkan harus terlebih 

dahulu disepakati dengan pencipta ataupun pemegang hak cipta.17 

Dalam industri musik, pembayaran royalti merupakan isu krusial yang 

berkaitan erat dengan perlindungan hak cipta. Fenomena 

pertanggungjawaban dalam pembayaran royalti menimbulkan perdebatan 

hukum dan etika yang mendalam, terutama dalam konteks peranan 

penyanyi sebagai pelaku seni sekaligus pengguna karya cipta. Penelitian 

normatif dibutuhkan untuk menelaah landasan hukum dan regulasi yang 

mengatur tanggung jawab tersebut secara detail. 

Persoalan utama yang muncul adalah masih rendahnya kesadaran 

hukum dan pemahaman sistem royalti di kalangan Musisi dan penyanyi, 

terutama mereka di luar jalur formal dan tidak terproteksi oleh lembaga 

manajemen kolektif. Hal ini mengakibatkan dana royalti terkadang tidak 

tersalurkan secara optimal, merugikan pencipta dan Musisi independen. 

Di sisi lain, masyarakat dan pelaku usaha juga menghadapi ketidakjelasan 

                                                      
17

 Arbirelio Jeheskiel Walukow dkk., “Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Menurut 

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau 
Musik,” Lex Administratum 10, no. 5 (2022): 7. 



 

 

mengenai siapa bertanggung jawab membayar royalti secara tepat, 

menimbulkan polemik ketidakpastian hukum. 

Penelitian ini akan mengisi ketidakjelasan norma hukum (vague 

norms: vage normen) tersebut dengan melakukan analisis normatif 

mendalam mengenai tanggung jawab pengguna hak cipta atas karya lagu 

dalam konteks pembayaran royalti berdasarkan Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hasil penelitian diharapkan dapat 

memberikan pemahaman lebih jelas bagi pelaku industri musik, 

pengambil kebijakan, dan akademisi, khususnya pencipta lagu sebagai 

pemilik hak moral dan sekaligus hak ekonomi atas lagu yang 

diciptakannya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana tanggung jawab pengguna hak cipta atas karya lagu yang 

digunakan dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial menurut 

Undang-Undang Hak Cipta? 

2. Apakah pemegang hak cipta atas karya lagu berhak menentukan dan 

memungut royalti secara langsung kepada pengguna yang menggunakan 

untuk layanan publik yang bersifat komersial di luar mekanisme LMKN 

menurut Undang-Undang Hak Cipta dan Permenkum Nomor 27 Tahun 

2025? 



 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Untuk menganalisis tanggung jawab pengguna hak cipta atas karya lagu 

yang digunakan dalam bentuk layanan publik bersifat komersial menurut 

Undang-Undang Hak Cipta. 

2. Untuk mengetahui penentuan dan pemungutan royalti secara langsung 

oleh pemegang hak cipta kepada pengguna yang menggunakan untuk 

layanan publik yang bersifat komersial di luar mekanisme LMKN menurut 

Undang-Undang Hak Cipta dan Permenkum Nomor 27 Tahun 2025. 

D. Manfaat Penelitian 

Peneliti mengharapkan penelitiannya mampu memberikan 

kemanfaatan, baik dari segi teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu dasar 

pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hak cipta, dengan 

memperkaya pemahaman normatif mengenai tanggung jawab pengguna 

hak cipta atas karya lagu dalam penentuan dan pemungutan royalti di 

luar mekanisme Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang 

bersifat praktis bagi para pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang 

memiliki keterkaitan langsung dengan hasil penelitian ini. 

a. Penyanyi dan Musisi 



 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang 

lebih komprehensif mengenai kewajiban hukum dalam pembayaran 

royalti, sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan 

terhadap ketentuan hak cipta serta mendorong terwujudnya tata 

Kelola royalti yang lebih transparan dan berkeadilan. 

b. Pelaku Usaha dan Pengelola Layanan Publik Komersial 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kepastian dan 

kejelasan hukum mengenai kedudukan serta tanggung jawab para 

pihak sebagai pengguna hak cipta, khususnya terkait kewajiban 

pembayaran royalti atas pemanfaatan karya lagu, sehingga dapat 

meningkatkan kepatuhan hukum dan meminimalkan resiko sengketa 

dengan pencipta atau pemegang hak cipta. 

c. Lembaga Manajemen Kolektif dan Pihak Terkait 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam memahami 

batas kewenangan orang atau badan hukum dalam melakukan 

penetapan dan pemungutan tarif royalti di luar mekanisme LMKN, 

sehingga pelaksanaan pemungutan royalti dapat berlangsung secara 

terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta selaras dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

d. Akademisi dan Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan 

akademik dalam pengembangan kajian hukum hak cipta atas karya 

lagu serta mekanisme pembayaran royalti. Selain itu, hasil penelitian 

ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pembelajaran dan 



 

 

referensi metodologis dalam pelaksanaan penelitian hukum normatif 

di bidang hak cipta. 

e. Praktisi 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan normatif 

dalam menafsirkan konsep pengguna yang memanfaatkan hak cipta 

atas karya lagu dalam layanan publik yang bersifat komersial, 

sehingga mampu meminimalkan perbedaan penafsiran dalam 

penerapan hukum, baik pada tahap pencegahan sengketa maupun 

dalam propses penyelesaian sengketa royalti. 

f. Akademisi dan Peneliti 

Penelitian ini diharapkan menyediakan referensi ilmiah yang dapat 

digunakan sebagai dasar pengembangan kajian hukum hak cipta dan 

royalti, serta menjadi bahan diskusi dalam penguatan regulasi dan 

praktik pertanggungjawaban di sektor musik. 

E. Orisinalitas Penelitian 

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah terdapat 

beberapa penelitian lain yang memiliki keterkaitan topik dan ruang 

lingkup pembahasan dalam ranah hukum hak cipta dan pembayaran 

royalti di bidang musik. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menyoroti 

aspek perlindungan hukum terhadap pencipta lagu serta mekanisme 

penarikan royalti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akan 

tetapi, setiap penelitian tentu memiliki titik tekan dan sudut pandang 

yang berbeda, tergantung pada fokus masalah dan tujuan yang hendak 

dicapai. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbandingan untuk melihat 

persamaan, perbedaan, serta nilai kebaruan antara penelitian terdahulu 



 

 

dengan penelitian ini guna menegaskan posisi keaslian dan kontribusi 

ilmiah yang ditawarkan oleh penelitian penulis, yakni: 

Skripsi yang pertama, dengan judul ANALISIS HUKUM 

PELAKSANAAN PEMBAYARAN ROYALTI USAHA KARAOKE KEPADA 

PENCIPTA LAGU MANDAR DI SULAWESI BARAT yang disusun oleh Andi 

Rezky Amaliyah, mahasiswa Universitas Bosowa Makassar. Penelitian ini 

memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya karena sama-sama 

mengkaji pelaksanaan pembayaran royalti. Perbedaannya terletak pada 

fokus kajian, di mana penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada 

pelaksanaan pembayaran royalti pada usaha karaoke serta kendala yang 

dihadapi dalam pembayaran royalti kepada pencipta lagu Mandar. 

Skripsi kedua, dengan judul TANGGUNG JAWAB HUKUM 

PENYELENGGARA ACARA (EVENT ORGANIZER) MUSIK TERHADAP 

PENGGUNAAN LAGU DAN/ATAU MUSIK TANPA IZIN yang disusun oleh 

Admiral Adrian Dwisatrio Bassar, mahasiswa Universitas Sriwijaya. 

Penelitian ini memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas tanggung 

jawab hukum dalam penggunaan hak cipta lagu, perbedaannya dalam 

penelitian sebelumnya fokus membahas bentuk perlindungan hukum 

kepada pemegang hak cipta dan tanggung jawab hukum event organizer 

musik terhadap penggunaan lagu tanpa izin.  

Berdasarkan adanya persamaan dan perbedaan dalam penelitian-

penelitian tersebut, maka dapat ditemukan unsur kebaruan dalam 

penelitian ini, yaitu: 

 



 

 

No. PROFIL JUDUL 

1. ANDI REZKY AMALIYAH 

SKRIPSI 

UNIVERSITAS BOSOWA 

MAKASSAR 

ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN 

PEMBAYARAN ROYALTI USAHA KARAOKE 

KEPADA PENCIPTA LAGU MANDAR DI 

SULAWESI BARAT 

 RUMUSAN MASALAH 

 1. Apakah Pembayaran Royalti telah dilaksanakan oleh Usaha Karaoke 

Kepada Pencipta Lagu Mandar? 

2. Kendala apa yang diperoleh dalam Pelaksanaan Pembayaran Royalti 

Usaha Karaoke Kepada Pencipta Lagu Mandar? 

 HASIL PENELITIAN 

 Pelaksanaan pembayaran royalti oleh pelaku usaha karaoke kepada 

pencipta lagu Mandar hingga saat ini belum berjalan, karena pelaku usaha 

belum memahami dan mengetahui prosedur pembayaran royalti yang 

seharusnya dilakukan. Rendahnya pemahaman mengenai mekanisme 

hukum dalam pelaksanaan pembayaran royalti atas karya lagu atau musik, 

khususnya karya lagu Mandar disebabkan oleh belum adanya lembaga 

penghimpun royalti di wilayah Sulawesi Barat, serta minimnya pengawasan 

dan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun LMKN. 

 

PERSAMAAN 

Mengkaji dan menganalisis pembayaran royalti 

hak cipta lagu menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku, khususnya terkait 

mekanisme pembayaran royalti melalui 

Lembaga Manajemen Kolektif 

 PERBEDAAN Fokus pembahasan penelitian ini dibatasi pada 



 

 

pelaksanaan pembayaran royalti oleh pelaku 

usaha karaoke kepada pencipta lagu mandar di 

wilayah Sulawesi Barat, serta berbagai kendala 

yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam 

memenuhi kewajiban pembayaran royaltsi 

tersebut. 

No. PROFIL JUDUL 

2. ADMIRAL ADRIAN 

DWISASTRO BASSAR 

SKRIPSI 

UNIVERSITAS SRIWIJAYA 

TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA 

ACARA (EVENT ORGANIZER) MUSIK 

TERHADAP PENGGUNAAN LAGU DAN/ATAU 

MUSIK TANPA IZIN 

 RUMUSAN MASALAH 

 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada pemegang hak cipta 

lagu terhadap lagu dan/atau musik yang digunakan oleh 

penyelenggara acara (event organizer) musik secara komersil? 

2. Bagaimana tanggung jawab hukum penyelenggara acara (event 

organizer) musik kepada pencipta lagu terhadap lagu dan/atau 

musik yang digunakan tanpa izin? 

 HASIL PENELITIAN 

 Pihak penyelenggara acara musik yang melakukan pelanggaran hak cipta 

dengan menggunakan lagu dan/atau musik tanpa terlebih dahulu 

memperoleh lisensi dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata 

melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui arbitrase maupun 

pengadilan niaga. Selain itu, pelanggaran tersebut juga dapat dikenakan 

sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau 



 

 

pidana denda paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah). 

 

PERSAMAAN 

Mengkaji dan menganlisis tanggung jawab 

hukum dalam pemanfaatan hak cipta lagu 

untuk kepentingan komersial berdasarkan 

ketentuan Undang-Undang Hak Cipta beserta 

peraturan pelaksanaannya, khususnya yang 

berkaitan dengan kewajiban pembayaran 

royalti. 

 

PERBEDAAN 

Fokus pembahasan diarahkan pada bentuk 

perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta 

lagu serta tanggung jawab hukum 

penyelenggara acara musik atas penggunaan 

lagu tanpa izin, baik dalam ranah perdata 

maupun pidana, termasuk mekanisme 

penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau 

pengadilan niaga. 

 

 Sedangkan penelitian ini adalah 

PROFIL JUDUL 

DELA ISTALIA 

SKRIPSI 

UNIVERSITAS ISLAM 

MALANG 

TANGGUNG JAWAB PENGGUNA HAK CIPTA ATAS 

KARYA LAGU DALAM PENENTUAN DAN 

PEMUNGUTAN ROYALTI DI LUAR MEKANISME 

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL 



 

 

RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana tanggung jawab pengguna hak cipta atas karya lagu yang 

digunakan dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial 

menurut Undang-Undang Hak Cipta? 

2. Apakah pemegang hak cipta atas karya lagu berhak menentukan dan 

memungut royalti secara langsung kepada pengguna yang 

menggunakan untuk layanan publik yang bersifat komersial di luar 

mekanisme LMKN menurut Undang-Undang Hak Cipta dan Permenkum 

Nomor 27 Tahun 2025? 

NILAI KEBARUAN 

1. Penegasan batas kewajiban pengguna secara lebih tegas dan normatif, 

yakni hanya berlaku bagi pihak yang menggunakan ciptaan secara 

komersial dan masih dalam masa perlindungan, dengan dasar langsung 

pada hak ekonomi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta, bukan semata praktik penarikan royalti oleh 

lembaga kolektif. 

2. Mengisi ketidakjelasan norma hukum dengan melakukan analisis 

normatif mendalam mengenai tanggung jawab pengguna hak cipta 

atas karya lagu dalam konteks pembayaran royalti berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

 

F. Metode Penelitian 

untuk menjamin keabsahan dan keterandalan hasil penelitian 

dalam penyusunan tugas akhir ini, ditetapkan beberapa ketentuan 

sebagai berikut: 



 

 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk 

menemukan kebenaran ilmiah di bidang hukum melalui penerapan 

metode ilmiah di bidang hukum melalui penerapan metode ilmiah 

yang dilakukan secara terencana, terstruktur, dan rasional guna 

memecahkan permasalahan hukum atau memperoleh jawaban atas 

peristiwa hukum yang terjadi, baik dalam tataran konseptual maupun 

penerapannya. Ditinjau dari jenis, karakteristik, dan tujuan 

pelaksanaannya, penelitian hukum pada umumnya dikelompokkan ke 

dalam dua bentuk yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian 

hukum empiris.18 

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah 

penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian 

hukum normatif, merupakan suatu proses yang dilakukan untuk 

menemukan ketentuan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun 

doktrin-doktrin hukum dengan tujuan memberikan jawaban atas 

permasalahan hukum yang dihadapi.19 

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif karena 

fokus kajiannya adalah menelaah tanggung jawab pengguna hak cipta 

atas karya lagu dalam pembayaran royalti menurut Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014, dengan memanfaatkan bahan-bahan 

kepustakaan sebagai sumber utama. Selain itu penulis juga tidak 

melakukan penelitian langsung di lapangan. 

2. Pendekatan Penelitian 

                                                      
18

 Muhaimin, METODE PENELITIAN HUKUM (Mataram University Press, 2020). hal 17. 
19

 Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Revisi (Prenada Media, 2017). hal 35. 



 

 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan 

konseptual (conseptual approach), dan pendekatan kasus (case 

approach). 

1) Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan 

untuk menelaah secara sistematis ketentuan hukum yang 

mengatur hak cipta dan royalti, khususnya Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta peraturan 

pelaksananya, guna mengidentifikasi norma yang berkaitan 

dengan kewajiban, batasan, dan tanggung jawab pengguna hak 

cipta atas karya lagu.20 

2) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep 

dan doktrin hukum mengenai hak cipta, hak ekonomi, royalti, 

serta kedudukan pengguna hak cipta, dengan merujuk pada 

pandangan para ahli hukum dan literatur ilmiah sebagai dasar 

pemahaman teoritis dalam menganalisis permasalahan 

penelitian.21 

3) Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis 

penerapan norma hukum dalam praktik melalui kajian terhadap 

kasus Vidi Aldiano yang berkaitan dengan sengketa penggunaan 

lagu Nuansa Bening yang diselesaikan melalui mediasi, serta kasus 

                                                      
20 Mahmud Marzuki, 2017, Op. Cit., hal 133-136. 
21 Ibid., hal 137-141. 



 

 

Ahmad Dhani yang menyangkut klaim royalti sebagai pencipta 

atas penggunaan lagu ciptaannya dalam pertunjukan komersial 

tanpa melalui mekanisme Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, 

guna menilai kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan 

hukum hak cipta.22 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Sebagai bagian dari penelitian hukum normatif, sumber data yang 

dimanfaatkan dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang 

mencakup: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki 

kekuatan mengikat, seperti norma dan kaidah dasar, peraturan 

pokok, serta peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang 

dijadikan rujukan dalam penelitian ini meliputi: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang 

Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik; dan 

5) Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 

tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

                                                      
22 Mahmud Marzuki, 2017, Op. Cit., hal 158-160. 



 

 

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang berisi penjelasan 

atau keterangan mengenai bahan hukum primer. Menurut Peter 

Mahmud Marzuki, bahan hukum sekunder mencakup berbagai 

publikasi hukum yang tidak termasuk dokumen resmi, seperti 

buku teks hukum, kamus hukum, jurnal hukum, serta putusan-

putusan pengadilan.23 Bahan hukum sekunder yang digunakan 

penulis meliputi, buku-buku hukum, jurnal, kajian temuan 

terdahulu, skripsi, tesis yang bersangkutan dengan topik yang 

dibahas. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang menyediakan 

informasi tambahan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, 

seperti ensiklopedia hukum dan kamus hukum. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan teknik studi pustaka. Menurut Sarwono, studi pustaka 

adalah kegiatan menelaah berbagai buku referensi dan hasil penelitian 

terdahulu yang sejenis untuk memperoleh landasan teori yang relevan 

dengan masalah yang diteliti.24 Melalui metode ini, peneliti 

memperoleh sumber informasi dari peraturan perundang-undangan, 

putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, serta dokumen 

yang mendukung penelitian. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

                                                      
23

 Ibid, hal 195. 
24

 “Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan, Sumber dan Metode - Deepublish Store,” diakses 23 

November 2025, https://deepublishstore.com/blog/studi-pustaka/. 



 

 

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis kualitatif normatif, yaitu dengan menelaah dan 

mengkaji bahan hukum primer dan sekunder secara sistematis, logis, 

dan konsisten untuk menemukan makna norma hukum yang 

berkaitan dengan tanggung jawab pengguna hak cipta serta 

mekanisme pembayaran royalti.25 

Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya diklasifikasikan 

berdasarkan rumusan masalah, kemudian dianalisis melalui penafsiran 

hukum, khususnya penafsiran konseptual, serta dikaitkan dengan 

penerapan norma dalam kasus Vidi Aldiano dan Ahmad Dhani, 

sehingga diperoleh kesimpulan yang bersifat preskriptif dan 

argumentatif sesuai dengan tujuan penelitian hukum normatif.26 

G. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini memuat gambaran atau ilustrasi yang bersifat 

umum dan disajikan secara sistematis. Bab ini mencakup pembahasan 

mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penulisan, orisinalitas penulisan, metode penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Memuat uraian mengenai konsep dan teori yang relevan dengan 

penelitian, meliputi pengaturan hak cipta atas karya lagu, subjek dan 

objek hak cipta, pengertian serta kedudukan pengguna hak cipta dalam 

                                                      
25 Mahmud Marzuki, 2017, Op. Cit., hal 181-183. 
26 Johnny Ibrahim, 2021, Op. Cit., hal 321-323. 



 

 

layanan publik yang bersifat komersial, pengelolaan royalti, serta 

kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagai mekanisme 

normatif dalam sistem hukum hak cipta di Indonesia. 

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang 

dirumuskan yakni Pertama Siapakah yang dimaksud pengguna yang 

memanfaatkan hak cipta atas karya lagu dalam bentuk layanan publik 

yang bersifat komersial menurut Undang-Undang Hak Cipta dan Kedua 

Bagaimana penentuan dan pemungutan royalti oleh pemegang hak cipta 

kepada pengguna hak cipta atas karya lagu yang bersifat komersial di luar 

mekanisme LMKN menurut Undang-Undang Hak Cipta dan Permenkum 

Nomor 27 Tahun 2025. 

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 

Memuat simpulan yang dirumuskan berdasarkan hasil pembahasan 

pada bab sebelumnya serta saran yang bersifat normatif dan aplikatif 

sebagai rekomendasi bagi penguatan kepastian hukum dalam 

pengelolaan royalti hak cipta karya lagu. 

 

 



 

 

BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas permasalahan di 

atas, maka dapat ditarik beberapa Kesimpulan sebagai berikut, yakni: 

1. Tanggung jawab pengguna hak cipta atas karya lagu dalam layanan 

publik yang bersifat komersial merupakan konsekuensi hukum yang 

lahir dari legitimasi konstitusional perlindungan hak milik intelektual, 

karakter hak cipta sebagai hak kebendaan eksklusif, serta pengaturan 

spesifik dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta dan ketentuan pelaksananya, termasuk Peraturan Pemerintah 

Nomor 56 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 

2025. Setiap pemanfaatan lagu dalam kegiatan usaha yang 

berorientasi pada keuntungan, khususnya dalam bentuk pengumuman 

atau komunikasi kepada publik, mewajibkan pengguna untuk 

memperoleh lisensi dan membayar royalti melalui mekanisme 

manajemen kolektif. Namun demikian, tanggung jawab tersebut tidak 

bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh unsur subjek pengguna, sifat 

komersial pemanfaatan, keberlakuan hak ekonomi, serta jangka 

waktu perlindungan, sehingga sistem hukum hak cipta Indonesia 

menempatkan perlindungan pencipta dan kepastian hukum bagi 

pelaku usaha dalam kerangka keseimbangan yang proporsional. 

2. Pemungutan royalti atas pemanfaatan komersial lagu dan/atau musik 

yang dilakukan tanpa melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional 



 

 

tetap memiliki dasar hukum sepanjang dilakukan langsung oleh 

pencipta atau pemegang hak cipta sebagai subjek hak ekonomi yang 

sah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menegaskan hak 

eksklusif pemegang hak cipta untuk memberikan izin penggunaan 

ciptaan, menentukan imbalan ekonomi, serta menempuh upaya 

hukum apabila terjadi pemanfaatan komersial tanpa persetujuan, 

termasuk melalui penyelesaian sengketa secara nonlitigasi seperti 

mediasi. Dalam praktik tersebut, penentuan besaran royalti tidak 

bersifat tunggal maupun seragam, melainkan ditentukan secara 

kontekstual berdasarkan bentuk pemanfaatan, skala kegiatan, serta 

media eksploitasi ekonomi ciptaan, sehingga perbedaan tarif antara 

pertunjukan langsung dan penggunaan melalui platform digital dapat 

dibenarkan secara normatif. Pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Hukum 

Nomor 27 Tahun 2025 berfungsi sebagai kerangka pengelolaan royalti 

secara kolektif, namun tidak meniadakan hak individual pemegang 

hak cipta untuk melakukan penarikan royalti di luar mekanisme LMKN 

sepanjang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak, tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta tetap 

menjamin perlindungan hak ekonomi pencipta. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis 

memberikan beberapa saran yang dianggap perlu untuk dilaksanakan, 

yaitu: 



 

 

1. Diperlukan penguatan pengawasan dan transparansi dalam 

pengelolaan royalti serta peningkatan sosialisasi kepada pelaku usaha 

mengenai kewajiban lisensi dan batasan penggunaan komersial agar 

tercipta kepastian hukum dan kepatuhan yang efektif. Selain itu, 

evaluasi berkala terhadap implementasi sistem manajemen kolektif 

perlu dilakukan untuk memastikan mekanisme penetapan dan 

distribusi royalti berjalan akuntabel, mencegah potensi 

penyimpangan, serta mendukung terciptanya ekosistem industri musik 

yang adil dan berkelanjutan seiring perkembangan model bisnis 

berbasis digital. 

2. Diperlukan kejelasan regulatif dan standarisasi klausul dalam 

perjanjian pengelolaan kolektif agar tidak menimbulkan ambiguitas 

mengenai batas kewenangan LMK dan ruang lisensi langsung oleh 

pencipta, sehingga potensi sengketa dapat diminimalkan. Selain itu, 

penguatan transparansi dan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban 

para pihak baik pencipta, LMK, maupun pengguna menjadi penting 

untuk memastikan bahwa mekanisme kolektif berjalan efektif tanpa 

meniadakan hak individual yang dijamin undang-undang, sehingga 

tercipta kepastian hukum dan keseimbangan kepentingan dalam 

praktik pemungutan royalti. 
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